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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.952, 2023

KEMENAKER. Dekonsentrasi.Tugas Pembantuan.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG

PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN

KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan
Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN
2024.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang
selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara
urusan pemerintah pusat yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas
dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan
wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat kepada GWPP, kepada instansi vertikal di wilayah
tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali
kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah
umum.

Dekonsentrasi Kepada  Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Dekonsentrasi Kepada GWPP adalah pelimpahan
sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
pemerintah pusat kepada GWPP.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah
pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan
sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi
kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah provinsi.

Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya
disebut Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari
pemerintah  pusat kepada daerah provinsi dan
kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah
pusat.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dinas Daerah Provinsi adalah dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan provinsi.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya di bidang ketenagakerjaan
kepada GWPP melalui mekanisme Dekonsentrasi.
Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri

dan perluasan kesempatan kerja;
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b. pembinaan hubungan indsutrial dan jaminan sosial
tenaga kerja; dan
c. pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri, tidak
memihak, profesional, dan seragam.
(3) Menteri memberikan dana Dekonsentrasi kepada GWPP
untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

(1) Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya di bidang ketenagakerjaan
kepada daerah provinsi melalui mekanisme Tugas
Pembantuan.

(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:

a. program pendidikan dan pelatihan vokasi; dan
b. program pembinaan ketenagakerjaan.

(3) Menteri memberikan dana Tugas Pembantuan Pusat
kepada daerah provinsi untuk melaksanakan sebagian
urusan  pemerintah yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat.

Pasal 4
Pendanaan program Dekonsentrasi kepada GWPP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pendanaan
program Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 di bidang ketenagakerjaan bersumber pada anggaran
dan belanja negara tahun anggaran 2024 melalui daftar isian
pelaksanaan.

Pasal 5

(1) Program, kegiatan, anggaran, dan alokasi anggaran dana
Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(2) Program, kegiatan, anggaran, dan alokasi anggaran dana
Tugas Pembantuan Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Pengelolaan daftar isian pelaksanaan anggaran dana
Dekonsentrasi Kepada GWPP dilaksanakan oleh
perangkat gubernur yang secara teknis dilaksanakan oleh
Dinas Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh gubernur.

(2) Pengelolaan daftar isian pelaksanaan anggaran dana
Tugas Pembantuan Pusat dilaksanakan oleh Dinas
Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 7
Gubernur yang melakukan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan
Tugas Pembantuan Pusat melakukan:
a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan
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pemerintahan daerah;

b. penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan
program dan kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan
Tugas Pembantuan Pusat; dan

c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan
pelaporan  sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Gubernur yang memperoleh dana Dekonsentrasi Kepada
GWPP wajib membuat:

a. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan
program dan kegiatan; dan

b. surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan
pelaksanaan program dan kegiatan.

(2) Gubernur yang memperoleh dana Tugas Pembantuan
Pusat selain membuat surat pernyataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib membuat surat pernyataan
kesanggupan untuk memelihara dan mengelola barang,
dalam hal terdapat barang yang dihibahkan dari hasil
penyelenggaraan kegiatan Tugas Pembantuan.

Pasal 9
Gubernur dalam hal melaksanakan Dekonsentrasi Kepada
GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat berpedoman pada
petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh pimpinan unit
organisasi jabatan pimpinan tinggi madya.

Pasal 10
Pengelolaan dana penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada
GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Kepala Dinas Daerah Provinsi wajib menyelenggarakan sistem
akuntansi instansi yang berlaku pada Pemerintah Pusat dan
melaksanakan fungsi penyusunan dan penyampaian laporan
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
Gubernur mempertanggungjawabkan dan  melaporkan
pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas
Pembantuan Pusat kepada Menteri dengan tembusan
pimpinan tinggi madya terkait.

Pasal 13
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN
ANGGARAN 2024

PROGRAM, KEGIATAN, DAN ALOKASI ANGGARAN
DANA DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH PUSAT

A. DANA DEKONSENTRASI
Program, kegiatan, dan alokasi anggaran dana Dekonsentrasi dalam

rencana kerja dan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2024

sebesar Rp42.296.391.000,00 (empat puluh dua miliar dua ratus

sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
adalah pada program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan tujuan
sebagai berikut berikut:

1. Pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan perluasan
kesempatan kerja di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar
Rp12.390.606.000,00 (dua belas miliar tiga ratus sembilan puluh
juta enam ratus enam ribu rupiah) melalui kegiatan:

a. forum komunikasi penempatan tenaga kerja dalam negeri;

b. pembinaan dan sosialisasi unit layanan disabilitas bidang
ketenagakerjaan;

c. bimbingan teknis petugas antar kerja;

d. evaluasi bimbingan teknis petugas antar kerja; dan

e. dukungan manajemen.

2. Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja
di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar
Rp15.288.158.000,00 (lima belas miliar dua ratus delapan puluh
delapan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) melalui

kegiatan:
a. peningkatan kompetensi mediator hubungan industrial di
daerah; dan

b. dukungan manajemen.

3. Pengawasan Kketenagakerjaan secara mandiri, tidak memihak,
profesional, dan seragam di seluruh Indonesia dengan anggaran
sebesar Rpl14.617.627.000,00 (empat belas miliar enam ratus
tujuh belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) melalui
kegiatan:

a. peningkatan pemeriksaan norma ketenagakerjaan;

b. pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;

c. peningkatan kompetensi pengawas ketenagakerjaan dan
penguji keselamatan dan kesehatan kerja;

d. peningkatan kualitas sistem pengawasan ketenagakerjaan;
dan

e. dukungan manajemen.

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM, KEGIATAN, DAN ALOKASI ANGGARAN
DANA TUGAS PEMBANTUAN PUSAT

A. TUGAS PEMBANTUAN
Program, kegiatan, dan alokasi anggaran Tugas Pembantuan dalam

rencana kerja dan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2024

sebesar Rp88.078.160.000,00 (delapan puluh delapan miliar tujuh

puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian
sebagai berikut:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (PPPV) bertujuan untuk
menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya
saing dengan anggaran sebesar Rp84.185.617.000,00 (delapan
puluh empat miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus
tujuh belas ribu rupiah) melalui kegiatan:

a. akreditasi lembaga pelatihan kerja;

b. bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas:

c. pelatihan peningkatan produktivitas;

d. penganugrahan siddhakarya; dan

e. penyelenggaraan program pemagangan dalam negeri.

2. Program Pembinaan Ketenagakerjaan bertujuan untuk pembinaan
hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja di seluruh
Indonesia dengan anggaran sebesar Rp3.892.543.000,00 (tiga
miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat
puluh tiga ribu rupiah) melalui kegiatan:

a. pemberdayaan serikat pekerja/serikat buruh dalam
peringatan hari buruh internasional;

b. Focus Group Discussion (FGD) pelaksanaan program jaminan
kehilangan pekerjaan; dan

c. Pembentukan posko Tunjangan Hari Raya (THR).

www.peraturan.go.id
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